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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. LATAR BELAKANG 

Salah satu tujuan negara adalah untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum sebagaimana amanat dalam Pembukaan UUD 

NRI 1945. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum menjadi 

orientasi utama dalam negara hukum karena hadirnya  hukum salah 

satu orientasinya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan di 

masyarakat.1 Hal ini  selaras dengan pandangan dari Satjipto 

Rahardjo bahwa hukum sebagai bagian dari sub sistem sosial- 

masyarakat, maka wajib memiliki  orientasi untuk memenuhi 

sekaligus mengakomodasi kebutuhan hukum yang berkembang di 

masyarakat.2 

Suteki secara lebih lanjut, mengemukakan adanya tiga aspek 

yang diperlukan oleh hukum untuk dapat mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat, yaitu3: melalui pembentukan atau 

perumusan suatu hukum positif  (law making), melalui telaah 

empiris dengan melihat kebutuhan hukum yang ada di masyarakat, 

serta melalui pengembanan teoretik  hukum yang salah satunya 

ditujukan  untuk pedoman bagi aparat penegak hukum dalam 

mengambil suatu keputusan hukum. Dari ketiga aspek tersebut, 

aspek pembentukan atau perumusan (law making) suatu hukum 

positif  menjadi salah satu aspek penting sehingga adanya suatu 

 

 
1 I D.G. Palguna, Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan 
Indonesia, 1st ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019). 
2 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 7th ed. (Bandung, 2012), Citra Aditya Bakti. Lihat 
ÊÕÇÁ ÄÁÌÁÍ -ÕÈÁÍÍÁÄ (ÁÒÕÎȟ Ȱ0ÈÉÌÏÓÏÐÈÉÃÁÌ 3ÔÕÄÙ ÏÆ (ÁÎÓ +ÅÌÓÅÎ ȭ Ó Thoughts 
ÏÎ ,Á× ÁÎÄ 3ÁÔÊÉÐÔÏ 2ÁÈÁÒÄÊÏ ȭ Ó )ÄÅÁÓ ÏÎ 0ÒÏÇÒÅÓÓÉÖÅ ,Á×ȟȱ Walisongo Law
 Review (Walrev) 1, no. 2 (2019):  195ɀ220, 
https://doi.org/10.21580/Walrev/2019.1.2.4815.  
3 Suteki, Desain Hukum Di Ruang Sosial, 1st ed. (Semarang: Thafa Media, 2013). 
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produk hukum baru berupa perumusan hukum positif diharapkan 

dapat menjadi salah satu sarana untuk merekayasa masyarakat 

untuk mewujudkan tujuan dan nilai  tertentu.4 

Salah satu upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan 

umum adalah upaya untuk menyediakan perumahan dan 

permukiman yang layak bagi masyarakat. Pasal 28H ayat (1) UUD 

.2) ρωτυ ÍÅÎÙÅÂÕÔËÁÎ ÂÁÈ×Áȟ ȰÓÅÔÉÁÐ ×ÁÒÇÁ .ÅÇÁÒÁ ÍÅÍÉÌÉËÉ ÈÁË 

untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, 

serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan ÓÅÈÁÔȢȱ 

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak masyarakat untuk 

mendapatkan perumahan dan permukiman yang layak adalah 

bagian dari hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara.5 Hal 

ini  diperkuat oleh berbagai konsepsi mengenai rumah yang 

menjelaskan bahwa rumah merupakan:6 

a. Rumah sebagai pengejawentahan jati  diri;  rumah sebagai 

simbol dari perwujudan tata nilai  selera pribadi  penghuninya. 

b. Rumah sebagai wadah keakraban; memiliki  rasa 

kebersamaan, kehangatan, dan kasih sayang. 

c. Rumah sebagai tempat untuk menyendiri dan menyepi, serta 

sebagai tempat berlindung dari gangguan. 

d. Rumah sebagai akar dan kesinambungan; rumah merupakan 

tempat kembali pada akar dan menumbuhkan rasa 

kesinambungan dalam untaian ke depan. 

e. Rumah sebagai wadah utama kegiatan sehari-hari. 

f. Rumah sebagai pusat jaringan sosial. 

g. Rumah sebagai struktur  fisik. 
 
 
 
 

4 Bayu Dwi Anggono, Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang- 
Undangan Di Indonesia, 1st ed. (Jakarta: Konstitusi Press, 2020). 
5 Khidir Marsanto Prawirosusanto, Ȱ/ÒÁÎÇ Laut, Permukiman, Dan Kekerasan 
)ÎÆÒÁÓÔÒÕËÔÕÒȟȱ Masyarakat Indonesia 41, no. 2 (2015):  127ɀ45. 
6 Urip Santoso, Hukum Perumahan, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2014). 
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Urgensi pengaturan mengenai perumahan dan permukiman 

yang layak di atas juga pada akhirnya perlunya diatur  secara khusus 

mengenai undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai 

perumahan dan kawasan permukiman sebagai amanah dari UUD 

NRI 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perumahan dan 

Permukiman). UU Perumahan dan Permukiman merupakan bentuk 

pertanggungjawaban negara untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta 

menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan 

yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah 

Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya 

rumah harus dimiliki  oleh setiap keluarga, terutama bagi 

masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang 

tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan.7 

Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan 

memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta 

keswadayaan masyarakat. Penyediaan dan kemudahan perolehan 

rumah tersebut merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud 

tata ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu 

menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat 

demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.8 

Dalam konteks penataan ruang, perumahan merupakan salah 

satu aspek yang mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan 

 

7 Suparno Sastra M. and Endy Marlina, Perencanaan Dan Pengembangan 
Perumahan, ed. Sigit Suryantoro FL. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006). 
8 !ÎÁÎÄÁ 9ÕÎÎÅ 0ÁÎÇÅÒÔÉ .ÉÎÇÔÙÁÓ ÁÎÄ ,ÉÚÁ 0ÒÉÁÎÄÈÉÎÉȟ Ȱ0ÅÒÁÎ .ÏÔÁÒÉÓ $ÁÎ 0ÐÁÔ 
$ÁÌÁÍ -ÅÎÇÏÐÔÉÍÁÌËÁÎ 0ÅÎÙÅÌÅÎÇÇÁÒÁÁÎ 2ÕÍÁÈ 3ÕÓÕÎ $É )ÎÄÏÎÅÓÉÁȟȱ Pakuan 
Law Review 8, no. 1 (2022):  120ɀ35, https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4592.  
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kepentingan individu, lingkungan, sekaligus penataan dan renaca 

kebijakan yang ditetapkan oleh pemeirntah. Hal ini  sejatinya 

relevan dengan tiga aspek yang harus dipertimbangkan dalam 

penataan ruang yaitu aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek 

lingkungan yang mengacu pada 20th EAROPH World Planning and 

Housing Congress di Serawak, Malaysia.9 Mengacu pada tiga aspek 

dalam penataan ruang tersebut, tentu dalam perumusan kebijakan 

terkait  perumahan dan permukiman ketiga aspek yaitu aspek 

ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan menjadi ketiga aspek 

yang wajib dipenuhi sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan. 

Kebijakan terkait  dengan perumahan dan permukiman 

khususnya untuk daerah perkotaan juga berkaitan erat dengan 

upaya perencanaan tata wilayah kota. Menurut Pontoh dan 

Kustiwan, pentingnya penataan perumahan dan permukiman di 

kawasan perkotaan dikarenakan kawasan perkotaan merupakan 

kawasan permukiman yang meliputi  kota induk dan daerah 

pengaruh luar batas administratifnya  yang berupa daerah pinggiran 

atau suburban. Hal ini  sejalan dengan karakteristik  kawasan 

perkotaan menurut Dwight Sanderson yang melliputi: 10 

a. Pada aspek morfologi, perumahan dan permukiman 

perkotaan identik dengan pola berjejal dengan jarak (space) 

yang cenderung rapat. 

b. Pada aspek jumlah penduduk bahwa kota memiliki jumlah 

penduduk yang besar sesuai dengan kondisi negara yang 

bersangkutan. Misalnya, Jepang (>30.000 jiwa), Belanda 

(>20.000 jiwa), India, Belgia, dan Yunani (>5.000 jiwa). 

 

 

9 #ÕÔ 3ÁÂÉÎÁ :ÕÌËÁÒÎÁÉÎ ÁÎÄ -ÁÒÅÔ 0ÒÉÙÁÎÔÁȟ Ȱ+Å×ÅÎÁÎÇÁÎ 0ÅÍÅÒÉÎÔÁÈ $ÁÅÒÁÈ 
Dalam Penataan Ruang Kawasan Perdesaan: Implikasi Perubahan Pasca Undang- 
Undang Cipta +ÅÒÊÁȟȱ Bina Hukum Lingkungan 5, no. 3 (2021):  416ɀ31. 
10  -Ȣ %,,)3ȟ Ȱ4Ȣ J. Woofter Jr. and Government Social Science Research During the 
.Å× $ÅÁÌȟ 7ÏÒÌÄ 7ÁÒ ))ȟ ÁÎÄ ÔÈÅ #ÏÌÄ 7ÁÒȟȱ Journal of Policy History 32, no. 3 
(2020):  241ɀ72. 
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c. Pada aspek hukum, kota biasanya diatur  secara khusus 

melalui peraturan tertentu  yang berkaitan dengan situasi dan 

kondisi masyarakat perkotaan. 

d. Pada aspek ekonomi, ciri kota adalah cara hidup yang bukan 

agraris. Fungsi-fungsi kota yang khas adalah kegiatan 

budaya, industri,  perdagangan, dan niaga serta kegiatan 

pemerintah. 

e. Pada aspek sosial kota bersifat kosmopolitan, hubungan- 

hubungan sosial yang impersonal, hubungan sepintas, 

berkotak-kotak, dan sebagainya. 

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 

merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor dan berkaitan erat 

dengan kesejahteraan masyarakat. UU Perumahan dan Permukiman 

menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi 

seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat 

tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan 

berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan wilayah dan 

kebutuhan penduduk akan ruang, terutama ruang untuk 

perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan wilayah 

yang dilakukan harus sejalan dengan pembangunan di sektor lain.11 

Pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang 

memperhatikan kepentingan masyarakat dari berbagai kalangan, 

terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dapat 

 
 
 
 
 
 
 

11 Kholisna Putri, Mohammad Agung Ridlo, and Hasti Widyasamratri, Ȱ3ÔÕÄÉ 
,ÉÔÅÒÁÔÕÒȡ 3ÔÒÁÔÅÇÉ 0ÅÎÁÎÇÁÎÁÎ 0ÅÒÍÕËÉÍÁÎ +ÕÍÕÈ $É 0ÅÒËÏÔÁÁÎȟȱ Jurnal Kajian 
Ruang 3, no. 1 (2023):  104, https://doi.org/10.30659/jkr.v3i1.22909.  
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menimbulkan kesenjangan dan kesulitan bagi MBR dalam 

memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.12 

Isu tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah 

karena penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan 

permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah 

daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Agar penyelenggaraan 

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat 

berjalan optimal dan terorganisasi dengan baik, Kementerian 

Perumahan Rakyat mengeluarkan Peraturan Menteri Perumahan 

Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (RP3KP) Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota.13 

RP3KP merupakan acuan operasional bagi seluruh pemangku 

kepentingan di bidang pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman. Adanya RP3KP dapat mendukung pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu, berkelanjutan 

dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, mendukung 

penyediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni, serta 

mewujudkan penyebaran penduduk yang proporsional.14 

 

 
12 Evy Sofiaty, Ernawati Hendrakusumah, and Ernadi Syaodih, Ȱ)ÍÐÌÉËÁÓÉ 
Pengembangan Perumahan Ȭ0ÏÌÁ #ÌÕÓÔÅÒȭ Terhadap Keterpaduan Prasarana, 
Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Di Kecamatan +ÁÔÁÐÁÎÇȟȱ Jurnal 
Perencanaan Wilayah Dan Kota 17, no. 2 (2023):  22ɀ33, 
https://doi.org/10.29313/jpwk.v17i2.1641.  
13 Theodorus Filipus, Linda Tondobala, and Michael M. Rengkung, Ȱ!ÎÁÌÉÓÉÓ 
Struktur Ruang Berdasarkan Pusat 0ÅÌÁÙÁÎÁÎ $É +ÁÂÕÐÁÔÅÎ -ÉÎÁÈÁÓÁ 5ÔÁÒÁȟȱ 
Spasial 6, no. 1 (2019): 14ɀ23. 
14 Dian Rahmawati, Ikhfadhulhikmy  Kurnia, and Mulyono Sadyohutomo, 
Ȱ)ÎÔÅÇÒÁÓÉ Ekonometri Dalam Efektivitas Perencanaan Menuju Penyediaan 
Perumahan Yang "ÅÒËÅÌÁÎÊÕÔÁÎȟȱ Journal of Regional and Rural Development 
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Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas untuk 

menyusun RP3KP sesuai dengan amanat dalam UU Perumahan dan 

Permukiman. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penyusunan 

dokumen RP3KP Daerah Kabupaten/Kota karena dengan adanya 

dokumen RP3KP, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran 

prospek perkembangan permukiman di wilayahnya, mengantisipasi 

berbagai kemungkinan perkembangan perumahan dan kawasan 

permukiman, memiliki acuan yang jelas bagi prioritas penanganan 

masalah perumahan dan kawasan permukiman, serta 

merencanakan penanganan yang efektif terhadap permasalahan 

perumahan secara lintas sektor maupun lintas wilayah.15 

Salah satu daerah yang belum mengatur secara khusus RP3KP 

sebagaimana dengan amanat dalam UU tentang Perumahan dan 

Permukiman adalah Pemerintah Kota Kediri. Meski secara yuridis, 

Pemerintah Kota Kediri telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) 

Kota Kediri  Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 

Perumahan Dan Kawasan Permukiman, namun hal itu  belum cukup 

dan belum memfasilitasi secara khusus RP3KP sebagaimana dengan 

amanat dalam UU Perumahan dan Permukiman. 

Kepemilikan rumah layak huni meningkat di Kota Kediri dalam 

rentang waktu 2017-2020. Persentase rumah layak huni 

merupakan persentase yang didapatkan dari perbandingan antara 

jumlah rumah layak huni dengan jumla penduduk. Pada 2017, 

terdapat 70,45 persen Kepala Keluarga (KK) memiliki rumah layak 

huni. Angka tersebut meningkat menjadi 72,43 persen (2018), 72,53 

persen (2019), dan menjadi 74,59 persen (2020).16  Selain 

 

 

Planning 6, no. 2 (2022): 136ɀ45, https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.2.136 - 
145. 
15 Sarju Widya Kartika, Buddewi Sukindrawati, Ȱ)ÄÅÎÔÉÆÉËÁÓÉ Lahan Potensial 
3ÅÂÁÇÁÉ ,ÏËÁÓÉ 2ÅÌÏËÁÓÉ 0ÅÒÕÍÁÈÁÎ "ÅÒÂÁÓÉÓ +ÅÂÅÎÃÁÎÁÁÎȟȱ Menara 18, no. 2 
(2023):  146ɀ49. 
16 Badan Pusat Statistik, Statistik Kota Kediri Tahun 2021, 2021. 
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mengurusi rumah layak huni, urusan perumahan rakyat dan 

kawasan pemukiman juga memiliki kewenangan dalam mengatur 

keberadaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Sebanyak 80,00 persen 

PJU di Kota Kediri pada 2016 dalam kondisi baik.17 Angka tersebut 

naik menjadi 83,00 persen pada 2018, 95,00 persen pada 2019, dan 

95,50 persen pada 2020.18 

 

 
Gambar 1. Rumah Layak Huni di Kota Kediri  dan Kondisi 

Penerangan Jalan Umum (PJU) 

Salah satu isu di kawasan perkotaan yang saat ini  terus 

berkembang adalah semakin menurunnya kualitas kawasan 

permukiman yang ditandai dengan keberadaan kawasan 

kumuh.19 Ciri-ciri  kawasan kumuh antara lain  berada  pada lahan 

yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata  ruang, kepadatan 

bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan 

penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan 

yang sangat rendah, tidak terlayani 

 

17 Badan Pusat Statistik. 
18 Badan Pusat Statistik. 
19 Hefni Effendi, Mursalin Mursalin, and Rais Sonaji, Ȱ$ÉÎÁÍÉËÁ Persetujuan 
Lingkungan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Dan 
Peraturan 4ÕÒÕÎÁÎÎÙÁȟȱ Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of 
Environmental Sustainability Management) 5, no. 3 (2022):  759ɀ87, 
https://doi.org/10.36813/jplb.5.3.759 -787. 
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prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan 

keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya. 

Beberapa faktor penyebab kekumuhan di kawasan perkotaan 

adalah meningkatnya arus urbanisasi di perkotaan, kemampuan 

ekonomi khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR) serta pertumbuhan penduduk itu  sendiri. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sub 

urusan kawasan pemukiman, ada pembagian tugas antara 

pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. 

Luasan kawasan kumuh di atas 15 Ha menjadi tugas pemerintah 

pusat, luasan kawasan kumuh 10-15 Ha menjadi tugas provinsi, 

dan luasan kumuh di bawah 10 Ha menjadi tugas 

kabupaten/kota. Mengacu pada data di atas, maka pentingnya 

RP3KP sesuai dengan amanat dalam UU Perumahan dan 

Permukiman menjadi urgen untuk dirumuskan oleh Pemerintah 

Kota Kediri khususnya dalam bentuk Peraturan Daerah untuk 

menjamin kepastian hukum serta berorientasi untuk 

memberikan perlindungan hukum sekaligus menjaga hak 

konstitusional warga negara berupa hak perumahan dan 

permukiman yang layak. 

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH 

Setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera secara lahir 

dan batin, memiliki hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan 

kehidupan yang baik dan sehat. Hal tersebut selaras sebagaimana 

diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28 C bahwa Ȱ3ÅÔÉÁÐ orang 

berhak mengembangkan diri  melalui pemenuhan kebutuhan 

ÄÁÓÁÒÎÙÁȣȱȟ ÄÁÎ ÐÁÓÁÌ ςψ ( Ȱ3ÅÔÉÁÐ ÏÒÁÎÇ ÂÅÒÈÁË ÈÉÄÕÐ ÓÅÊÁÈÔÅÒÁ 

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

ËÅÓÅÈÁÔÁÎȢȱ Dengan demikian, rumah sebagai wadah tempat tinggal 
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perorangan ataupun dalam entitas sosial merupakan hak setiap 

orang. 

Hak perumahan secara nasional didefinisikan sebagai hak 

setiap orang untuk mendapatkan akses menghuni rumah yang 

layak, dalam suatu komunitas yang aman dan bermartabat secara 

berkelanjutan. Lebih jauh kelayakan didefinisikan sebagai 

kelengkapan rumah dengan jaminan keamanan dan hukum, 

jaminan perolehan prasarana, sarana, dan utilitas  dasar,  akses pada 

pembiayaan dan atau hal lain untuk memenuhi martabat sebagai 

manusia. 

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam 

menangani sektor perumahan dan Kawasan permukiman sebagai 

salah satu prioritas  pembangunan. Penyelenggaraan perumahan 

dan kawasan permukiman di Kota Kediri  diarahkan untuk 

mengusahakan dan mendorong terwujudnya kondisi disetiap 

keluarga yang mampu bertanggungjawab di dalam memenuhi 

kebutuhan perumahannya yang layak dan terjangkau di dalam 

lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan 

berkelanjutan. 

Untuk memenuhi tanggung jawab dan wewenang dalam 

menangani sektor perumahan dan kawasan permukiman, 

Pemerintah Kota Kediri  membutuhkan Rancangan Peraturan 

Daerah terkait  rencana pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman Kota Kediri  yang selaras 

dengan visi dan misi pembangunan tingkat kota, provinsi, dan 

nasional. 

1.3. TUJUAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK 

Berdasarkan perspektif landasan filosofis, sosiologis, yuridis, teori 

organisasi dan manajemen, naskah akademik yang ada bertujuan 

dalam melakukan pengkajian sebagai berikut  : 
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1. Untuk mewujudkan rencana penyelenggaraan pembangunan 

dan pengembangan perumahan dan permukiman di daerah 

dengan memperhatikan kerangka penataan ruang wilayah 

skala provinsi  dan kabupaten/kota serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku terorganisir dengan baik, 

tertib  dan terencana struktur  ruangnya. 

2. Mensikronkan data terbaru Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (PKP) di Kota Kediri. 

3. Mencerminkan secara jelas kebijakan dan strategi 

pembangunan perumahan dan permukiman di daerah secara 

aspiratif dan akomodatif pada skala kabupaten/kota. 

4. Melakukan kajian secara filosofis, sosiologis dan yuridis  

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman di Kota Kediri. 

5. Dari perspektif landasan yuridis, memastikan penyusunan 

RP3KP Kota Kediri  telah sesuai dengan ketentuan perundang- 

undangan yang berlaku. 

1.4. PENDEKATAN 

1.4.1 Pendekatan  Normatif  

Pendekatan normatif  adalah suatu pendekatan yang 

komprehensif dan mengacu pada norma (peraturan, strategi, 

dokumen perencanaan, dan lain sebagainya) yang terkait dengan 

ketentuan peraturan dan perundangan terkait dengan substansi. 

Mekanisme yang digunakan dalam pendekatan normatif  adalah: 

1. Perumusan masalah 

Perumusan masalah adalah proses review dan analisis 

normatif akan kebijakan, peraturan,dan dokumen-dokumen 

yang dibutuhkan mengenai kondisi-kondisi yang 

menimbulkanmasalah sehingga menghasilkan informasi yang 

memadai. 

2. Prediksi 
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Prediksi akan menghasilkan informasi mengenai konsekuensi 

dari penerapan alternatifkebijakan di masa mendatang, 

termasuk apabila tidak dilakukan apapun. 

3. Rekomendasi 

Rekomendasi atau preskripsi  menyediakan informasi 

mengenai kegunaan relatif  atau nilai  dari konsekuensi di masa 

depan dari suatu pemecahan masalah 

4. Pemantauan 

Pemantauan atau deskripsi menyediakan informasi mengenai 

konsekuensi saat ini dan masa lalu dari penerapan alternatif 

kebijakan 

5. Evaluasi 

Evaluasi menghasilkan informasi tentang nilai  atau kegunaan 

dari konsekuensi pemecahan masalah 

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan 

dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan perumahan 

dan kawasan permukiman di Kota Kediri, antara lain RTRW dan 

RDTR Kota Kediri, serta kebijakan dan peraturan lainnya. 

1.4.2 Pendekatan  Partisipatif  

Pendekatan partisipatif  dilakukan dengan melibatkan 

seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan 

perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perencanaan. 

Pendekatan partisipatif  dilakukan dengan maksud agar hasil 

kegiatan nantinya dapat dirasakan dan dimiliki  oleh seluruh 

pemangku kepentingan terkait  perumahan dan kawasan 

permukiman di Kota Kediri. Mekanisme yang digunakan dalam 

pendekatan partisipatif  antara lain: 

1. Persiapan sosial 

2. Survei (permasalahan umum, potensi, dan kendala) 

3. Kesepakatan prioritas  permasalahan yang akan ditangani 

4. Kesepakatan penggalangan dan alokasi sumber daya 
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5. Kesepakatan rencana 

6. Proses implementasi 

7. Pemanfaatan hasil pembangunan 

8. Evaluasi 

 
Dalam melakukan pendekatan partisipatif,  dilakukan 

pertemuan atau diskusi, misalnya dalam bentuk FGD, untuk 

memperoleh kesepakatan antar pemangku kepentingan. Diskusi 

dan pertemuan tersebut juga bertujuan untuk mendorong semua 

pemangku kepentingan untuk turut  berkontribusi  dan 

berpartisipasi dalam curah pendapat, membangun konsensus 

kelompok yang sifatnya praktis, memfasilitasi penyusunan 

informasi dalam mencari solusi kreatif  dan inovasi dalam 

pemecahan isu dan masalah, serta memunculkan kepekaan dan rasa 

tanggung jawab pemangku kepentingan dalam kelompok. 

Pendekatan partisipatif  dapat diaplikasikan pada proses 

pencarian data atau survei sekunder dan survei primer dan diskusi 

untuk membahas identifikasi  potensi, masalah, hambatan, dan 

tantangan. 

 
1.4.3. Pendekatan  Teknis -Akademis  

Pendekatan teknis-akademis dilakukan dengan 

menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara akademis, baik untuk teknik identifikasi, analisis, 

penyusunan konsep, dan perumusan strategi. Lingkup 

pelaksanaan pendekatan ini  antara lain dengan: 

1. Koordinasi, diskusi kegiatan dengan tim  peneliti  ataupun 

langsung dengan masyarakat yang berada di sekitar wilayah 

perencanaan. 

2. Analisis kedudukan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

dalam Rencana Tata Ruang. 

3. Penyusunan konsepsi Naskah Akademik RP3KP Kota Kediri  
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4. Penyusunan Tahapan Pelaksanaan Program Pembangunan 

(Indikasi  Program) 

1.4.4. Pendekatan  Eksploratif  

Pendekatan eksploratif merupakan pendekatan di mana 

pencarian dilakukan terus-menerus dan digunakan dalam proses 

pengumpulan data dan informasi maupun dalam proses analisis dan 

evaluasi guna merumuskan konsep strategi. 

1. Eksplorasi dalam proses pengumpulan data dan informasi: 

sifat pendekatan ekspolratif  yang  menerus  akan 

memungkinkan terjadinya pembaharuan data dan informasi 

berdasarkan hasil temuan terakhir.  Pendekatan eksploratif 

juga memungkinkan pengumpulan data dengan sumber 

informasi yang luas, baik itu dari pendapat ahli, pemangku 

kepentingan, studi  literatur,  dan lainnya. Dengan 

menggunakan pendekatan eksploratif, mungkin ditemukan 

informasi yang tidak diduga sebelumnya karena pendekatan 

ini  dapat bersifat situasional. 

2. Eksplorasi dalam proses analisa dan evaluasi:  dilakukan guna 

mengelaborasi pokok permasalahan serta konsep- konsep 

penanganan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman yang ada berikut dukungan regulasi dan 

kebijakannya. Dalam melakukan pendekatan eksplorasi 

dalam proses analisa dan evaluasi, perlu dikaitkan antara 

konsep-konsep teoritis  dengan kondisi dan karakteristik  

permasalahan. Hasil pendekatan eksplorasi adalah penilaian 

kesesuaian pola penanganan terhadap permasalahan dan 

kebutuhan akan kebijakan yang sesuai. 
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1.4.5. Pendekatan  Studi  Dokumenter  dalam  Identifikasi  dan 

Kajian  Materi  Kegiatan  

Pendekatan studi dokumenter dilakukan karena diperlukan 

model pendekatan yang dapat menginventarisasi dan 

mengeksplorasi berbagai dokumen terkait  dengan materi kegiatan. 

Studi dokumenter memiliki  ciri  pendekatan yang 

mengandalkan dokumen dan data-data sekunder seperti: 

1. Peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan 

yang terkait  

2. Laporan strategi dan model penanganan perumahan dan 

kawasan permukiman pada wilayah lain (best practice) 

3. Teori maupun konsep-konsep penanganan perumahan dan 

kawasan permukiman 

1.4.6. Pendekatan  Incremental -Strategis  

Suatu produk strategi pengembangan yang ȰÂÁÉËȱ harus 

operasional, oleh karenanya maksud  dan  tujuan  perencanaan yang 

ditetapkan harus realistis, demikian pula dengan langkah- langkah 

kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai maksud dan tujuan 

tersebut. 

Dalam melakukan pendekatan yang realistis, beberapa hal 

yang perlu diperhatikan antara lain: 

1. Mengenali secara nyata potensi dan masalah-masalah yang 

ada 

2. Mengenali secara nyata kendala yang dihadapi 

3. Memahami tujuan kegiatan 

4. Mengenali pihak-pihak yang berperan 

5. Mengenali sistem atau aturan main yang berlaku 

 

Karakteristik  pendekatan ini  antara lain: 

1. Berorientasi pada persoalan-persoalan nyata 

2. Bersifat jangka pendek dan menengah 
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3. Terkonsentrasi pada beberapa hal, namun tetap bersifat 

strategi 

4. Mempertimbangkan eksternalitas 

5. Langkah-langkah penyelesaian tidak bersifat final 

 
Metode SWOT merupakan salah satu contoh penjabaran dari 

pendekatan yang bersifat incremental-strategis. 

1.4.7  Pendekatan  Strategis -Proaktif  

Pendekatan ini  menekankan pada proses pengenalan dan 

penyelesaian masalah yang kemudian dijabarkan pada program- 

program pembangunan dan alokasi pembiayaan pembangunan. 

Selain itu, dalam pendekatan ini, perkiraan kondisi di masa depan 

tidak hanya didasarkan pada perhitungan-perhitungan proyeksi 

tertentu, sehingga terdapat kemungkinan-kemungkinan 

munculnya kecenderungan-kecenderungan baru, dan faktor- faktor  

ketidakpastian. Rencana yang lebih bersifat jangka pendek dan 

menengah, dengan memberikan satu acuan arah-arah 

pembangunan kawasan serta merupakan rencana yang berorientasi 

pada pelaksanaan atau action. 
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BAB II  

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 
 

2.1. KAJIAN TEORETIS 

2.1.1 Naskah Akademik  

Naskah  Akademik merupakan naskah  hasil   penelitian atau 

pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu 

masalah tertentu  yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan 

Undang- Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi 

terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat (UU No. 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan). Dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum 

Nasional (BPHN) No. G.159. PR. 09. 10 Tahun 1994 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang- 

undangan, Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat 

pengaturan materi Perundang- undangan bidang tertentu  yang telah 

di tinjau secara sistemik, holistis dan futuristik. Naskah Akademik 

secara teoritik mengkaji dasar filosofis, dasar yuridis dan dasar 

politis suatu masalah yang akan diatur sehingga mempunyai 

landasan pengaturan yang kuat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 

68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan rancangan 

undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan 

Peraturan Presiden, Naskah Akademik adalah naskah yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang 

berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin 

diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan 

substansi rancangan Peraturan Perundang- undangan. 
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Fungsi Naskah Akademis adalah untuk : (1) Bahan awal yang 

memuat gagasan tentang urgensi pendekatan, ruang lingkup dan 

materi muatan suatu Peraturan Perundang- undangan, (2) Bahan 

pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsa 

penyusunan RUU/RPP kepada Presiden, dan (3) bahan dasar bagi 

penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan. 

2.1.2 Pemahaman Terhadap  Perumahan  dan Kawasan 

Permukiman  

Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2011, perumahan 

adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 

perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, 

sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah 

yang layak huni. Kawasan memiliki pengertian sebuah tempat yang 

mempunyai ciri serta mempunyai kekhususan untuk menampung 

kegiatan manusia berdasarkan kebutuhannya, sedangkan 

permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri  atas 

lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, 

sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi 

lain di kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan. Sehingga 

secara keseluruhan kawasan permukiman memiliki  pengertian 

sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik 

berupa kawasan perkotaan maupun Kawasan perdesaan, yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu 

kesatuan sistem yang terdiri  atas pembinaan, penyelenggaraan 

perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan 

dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, 

pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. 
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Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian 

sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia.  Lingkungan hunian 

yang dimaksud tentunya diupayakan untuk memenuhi standar 

kelayakan dengan karakteristik  perumahan yang sehat, aman, 

nyaman, dan teratur. 

Tujuan pokok dilakukannya pembangunan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman adalah: 

a. Penyelenggaraan rumah dan perumahan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar 

manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan 

rakyat 

b. Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilaksanakan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk 

menjamin hak setiap warga negara untuk 

menempati,menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak 

dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. 

c. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk 

mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan 

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan 

dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan 

berkelanjutan sesuai rencana tata ruang, 

d. Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana 

dimaksud di atas bertujuan untuk memenuhi hak warga 

negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang 

sehat, aman, serasi, dan teratur  serta menjamin kepastian 

bermukim. 
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2.1.3. Pemahaman Terhadap  Kebijakan  Bidang Perumahan  dan 

Kawasan Permukiman  

Perumahan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. 

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 dijelaskan bahwa setiap warga 

negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati 

dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, 

aman, serasi, dan teratur. 

Namun seiring dengan haknya tersebut, UU juga mengatur 

kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara untuk berperan 

serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman. 

Kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman 

diselenggarakan untuk: 

a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

perumahan dan Kawasan permukiman; 

b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta 

penyebaran penduduk yang proporsional melalui 

pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman 

sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan 

kepentingan, terutama bagi MBR; 

c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam 

bagi pembangunan perumahan dengan tetap 

memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di 

kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; 

d. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang 

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 

e. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan 

budaya; dan 

f. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan 

terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, 

teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. 
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia ditetapkan 

dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Arah pembangunan jangka 

panjang terkait sektor perumahan dalam mewujudkan visi dan misi 

pembangunan nasional adalah: 

1. Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang 

berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli 

masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana 

permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola 

secara profesional, kredibel, mandiri  dan efisien. 

2. Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta 

prasarana dan sarana pendukung yang mandiri  mampu 

membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari 

masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, 

serta memeratakan penyebaran pembangunan. 

3. Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana 

pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan 

keseimbangan lingkungan hidup. 

Sedangkan kebijakan umum pembangunan perumahan 

diarahkan untuk: 

a. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau 

dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung 

prasarana, sarana dan utilitas umum secara berkelanjutan 

serta mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang 

berkepribadian Indonesia; 

b. Ketersediaan dana murah jangka panjang yang 

berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, 

perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian 

perkotaan dan perdesaan; 
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c. Mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai 

dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna 

dan hasil guna; 

d. Memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan 

kedaulatan Negara; 

e. Mendorong iklim investasi asing. 

 
Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

tidak hanya melakukan pembangunan baru, tetapi juga melakukan 

pencegahan   serta   pembenahan   perumahan   dan  kawasan 

permukiman     yang telah ada dengan melakukan 

pengembangan, penataan, atau peremajaan lingkungan hunian 

perkotaan atau perdesaan serta pembangunan kembali terhadap 

permukiman kumuh. 

Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk 

mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan 

tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan 

yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai 

dengan rencana tata ruang. 

Penyelenggaraan kawasan permukiman tersebut bertujuan 

untuk memenuhi hak warga Negara atas tempat tinggal yang layak 

dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur  serta 

menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai 

arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan 

berkelanjutan. 

 
 

2.1.4. Kajian  Permukiman  Kumuh  

Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami 

penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, sementara 

permukiman kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak 
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layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan 

bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan 

prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan dan 

permukiman kumuh terbagi berdasarkan tipologinya, yaitu: 

a. Perumahan dan permukiman kumuh di atas air 

b. Perumahan dan permukiman kumuh di tepi air 

c. Perumahan dan permukiman kumuh di dataran rendah 

d. Perumahan dan permukiman kumuh di perbukitan 

e. Perumahan dan permukiman kumuh di kawasan rawan 

bencana 

Perumahan dan permukiman kumuh juga terbagi 

berdasarkan tingkat kekumuhannya, yaitu kumuh ringan, kumuh 

sedang, dan kumuh tinggi. Ketiga jenis ini dinilai dari skor yang 

berdasar pada 7 aspek dan kriteria  kekumuhan, yang meliputi  

kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, 

penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air 

limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. 

Penentuan tingkat kekumuhan dilakukan melalui penghitungan 

skor, dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Tidak kumuh : >19 

b. Kumuh ringan : 19-44 

c. Kumuh sedang : 45-70 

d. Kumuh berat : 71-95 

 
Bentuk penanganan terhadap perumahan dan permukiman 

kumuh dapat dilakukan dalam dua jenis, yaitu pencegahan yang 

bersifat preventif, dan peningkatan kualitas yang bersifat kuratif.  

Kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas merupakan upaya-

upaya dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman. 
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Menurut Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

pencegahan merupakan upaya untuk mencegah tumbuh dan 

berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, 

yang dilaksanakan melalui dua cara, yaitu: 

a. Pengawasan dan pengendalian 

b. Pemberdayaan masyarakat. 

 
Upaya pengawasan dan pengendalian dilakukan atas 

kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelayakan 

fungsi. Kesesuaian terhadap perizinan dilakukan terhadap 

pemenuhan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Kesesuaian terhadap kelayakan fungsi 

dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan administratif  dan 

persyaratan teknis. Sementara itu, kesesuaian terhadap standar 

teknis dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis, yang 

meliputi:  

a. Bangunan gedung; 

b. Jalan lingkungan; 

c. Penyediaan air minum; 

d. Drainase lingkungan; 

e. Pengelolaan air limbah; 

f. Pengelolaan persampahan; dan 

g. Proteksi kebakaran 

 
Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Daerah melalui pendampingan dan 

pelayanan informasi. Pendampingan dilakukan dalam bentuk 

penyuluhan, pembimbingan, dan bantuan teknis, sementara 

pelayanan informasi dilakukan dalam bentuk pemberian informasi 

terkait  rencana  tata  ruang,  penataan  bangunan  dan  lingkungan, 
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perizinan, dan standar teknis dalam bidang perumahan dan 

kawasan permukiman. 

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh merupakan upaya untuk menangani 

perumahan dan permukiman kumuh yang sudah terbentuk. 

Didahului dengan proses pendataan, penetapan lokasi, dan 

penilaian kondisi kumuh, kegiatan penanganan/peningkatan 

kualitas ditindaklanjuti  dengan perencanaan penanganan 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Penetapan lokasi dan 

penilaian kondisi mendapatkan legalitasnya melalui Surat 

Keputusan yang disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota.  Dari 

sini, Pemerintah mendapatkan justifikasi untuk menentukan pola- 

pola penanganan bagi kawasan-kawasan kumuh sesuai dengan hasil 

penilaian dan tipologi perumahan dan permukiman kumuh. Pola-

pola penanganan kumuh berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2016 tentang 

Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh meliputi:  

a. Pemugaran, apabila dalam hal lokasi memiliki  klasifikasi 

kekumuhan ringan dengan status tanah legal 

b. Peremajaan, apabila dalam hal lokasi memiliki  klasifikasi 

kekumuhan sedang atau berat dengan status tanah legal, 

c. Permukiman kembali, apabila dalam hal lokasi memiliki  

klasifikasi kekumuhan ringan, sedang, atau berat dengan 

status tanah ilegal. 

2.1.5. Kajian  Tentang  Sarana Prasarana  Minimal  Perumahan  

 
A. Standar  Minimal  Pelayanan 

 
Sesuai dengan PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal, terutama untuk bidang Perumahan Rakyat, 
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jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat daerah 

kabupaten/ kota yang terdiri  atas: 

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban 

bencana kabupaten/kota, dan 

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat 

yang terkena relokasi program pemerintah daerah 

kabupaten/ kota 

B. Pengertian  Sarana, Prasarana, dan Utilitas  Perumahan  

 
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan 

perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari  

permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi 

dengan  prasarana,  sarana, dan utilitas  umum  sebagai hasil upaya 

pemenuhan rumah yang layak huni. 

Sementara itu, permukiman merupakan bagian dari 

lingkungan hunian yang terdiri  atas lebih dari satu satuan 

perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas  umum, 

serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan 

perkotaan atau kawasan perdesaan. 

Berdasarkan pengertian dari perumahan dan permukiman 

tersebut, prasarana, dan utilitas menjadi komponen penting bagi 

penunjang kegiatan masyarakat, baik di kawasan permukiman 

perkotaan maupun kawasan permukiman perdesaan. Dalam 

Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

yang dimaksud dengan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik 

lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu  untuk 

kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan 

nyaman. Sementara itu, yang dimaksud dengan sarana adalah 

fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk 
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mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, 

budaya, dan ekonomi. Selain itu, utilitas umum merupakan 

kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. 

Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) menjadi 

salah satu indikator rumah layak huni. Dalam Peraturan Menteri 

Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan 

Daerah Kabupaten/Kota, yang dimaksud dengan rumah layak huni 

adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan 

dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan 

penghuninya. Dari pengertian tersebut didapatkan bahwa yang 

menjadi kriteria  rumah layak huni yaitu: 

a. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, meliputi:  

1. Struktur  bawah/pondasi; 

2. Struktur  tengah/kolom dan balak (beam); dan 

3. Struktur  atas. 

b. Menjamin kesehatan, meliputi  pencahayaan, penghawaan, 

dan sanitasi. 

c. Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m2/orang sampai 

dengan 12 m2/orang. 

Selain itu, dengan adanya ketersediaan PSU yang mencukupi 

juga akan menciptakan lingkungan yang sehat dan aman. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan  Rakyat Nomor 

22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, 

lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU adalah 

kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang 

dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas  umum dengan penataan 

sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan masyarakat. Dalam 

peraturan yang   sama,   untuk   menciptakan   lingkungan 
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perumahan  yang  sehat  dan  aman, terdapat kriteria ketersediaan PSU, 

yaitu: (a) jalan; (b)  sanitasi; (c) drainase  dan  pengendalian banjir;  (d)  

persampahan; (e) air minum; dan (f)  listrik.  

C. Standar  Penyediaan  Sarana, Prasarana, dan Utilitas  

Perumahan  

Indikator dari rumah layak huni atau tidak layak huni dapat 

pula dilihat dari prasarana, sarana, dan  utilitas umum atau PSU. Ada 

dua hal yang terpenting dalam menilai faktor PSU ini yaitu 

keterjangkauan dan kondisi dari PSU yang telah ada. PSU ini lebih 

dikhususkan pada PSU lingkungan dimana terbagi menjadi jalan, 

air bersih, sanitasi, persampahan, drainase, dan jaringan listrik.  

1. Jalan 

Jalan merupakan aset penting untuk menggerakkan aktivitas 

masyarakat. Selain itu, jalan mampu berfungsi sebagai akses 

dalam penyelamatan di keadaan darurat. Pentingnya peran 

jalan ini maka diperlukan perencanaan dalam pembangunan 

yang sesuai dengan ketentuan teknis sehingga memberikan 

pelayanan maksimal bagi pengguna jalan baik pengguna 

kendaraan maupun pejalan kaki. 

Jalan dibagi menjadi beberapa klasifikasi menurut 

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 

22/PERMEN/M/2008  tentang Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah 

Kabupaten/Kota, antara lain: 

a. Jalan Akses dan Jalan Poros, dengan ketentuan : 

1) Kelas jalan terbagi menjadi jalan lokal sekunder I 

(satu jalur), jalan lokal sekunder I (dua jalur), jalan 

lokal sekunder II, dan jalan lokal sekunder III.  

2) Dapat diakses mobil pemadam kebakaran. 
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3) Konstruksi trotoar  tidak berbahaya bagi pejalan 

kaki dan penyandang cacat. 

4) Jembatan harus memiliki  pagar pengaman. 

b. Jalan Lingkungan, dengan ketentuan : 

1) Kelas jalan terbagi menjadi jalan lingkungan I dan 

jalan lingkungan II. 

2) Akses ke semua lingkungan permukiman. 

3) Kecepatan rata-rata kendaraan adalah 5 ɀ 10 

km/jam.  

4) Dapat diakses mobil pemadam kebakaran. 

5) Konstruksi trotoar  tidak berbahaya bagi pejalan kaki 

maupun penyandang cacat. 

6) Jembatan harus memiliki  pagar pengaman. 

c. Jalan Setapak, dengan ketentuan: 

1) Akses kesemua persil rumah sesuai perencanaan. 

2) Lebar jalan setapak berkisar 0,8 meter hingga 2 

meter. 

2. Air bersih 

Air bersih merupakan hal terpenting dalam kehidupan 

manusia karena air bersih adalah sumber dari kehidupan 

manusia dan makhluk hidup lainnya. Indikator rumah layak 

huni dapat dilihat  dari ketersediaan air bersih dengan 

ketentuan, antara lain : 

a. 100% penduduk terlayani. 

b. 60-220 liter/orang/hari  untuk permukiman di kawasan 

perkotaan. 

c. 30-50 liter/orang/hari  untuk lingkungan perumahan. 

d. Apabila terdapat kran umum, maka ada ketentuan 

tambahan yaitu: 

1) 1 (satu) kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 

220 jiwa; 

2) Radius pelayanan maksimum 100 meter; 
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3) Kapasitas minum 30 liter/hari  

4) Memenuhi standar air minum. 

 
Pelayanan air bersih ditargetkan 80% sesuai dengan 

target -$'ȭÓȢ Rumah layak huni memiliki  kriteria  dalam 

kebutuhan air bersih, jaringan air bersih, kran umum, serta 

penyediaan hidran kebakaran yang sesuai dengan 

ketentuan. 

Kriteria  tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut  : 

 
1) Penyediaan kebutuhan air bersih 

- Lingkungan perumahan mendapatkan pelayanan 

aliran air bersih baik dari Perusahaan air minum 

maupun sumber lain. 

- Apabila memang perumahan tersebut telah 

mendapatkan pelayanan sistem penyediaan air bersih 

kota atau sistem penyediaan air bersih lingkungan, 

maka tiap rumah berhak mendapatkan sambungan 

rumah atau sambungan halaman. 

2) Penyediaan jaringan air bersih 

- Harus tersedia jaringan kota atau lingkungan 

sampai dengan sambungan rumah. 

- Pipa yang ditanam dalam tanah menggunakan pipa 

PVC, GIP, atau fiber glass. 

- Pipa yang dipasang di atas tanah tanpa perlindungan 

menggunakan GIP. 

3) Penyediaan kran umum 

- Satu kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 

250 jiwa. 

- Radius pelayanan maksimum 100 meter. 

- Kapasitas minimum untuk kran umum adalah 30 

liter/orang/hari.  
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- Ukuran dan konstruksi kran umum sesuai dengan SNI 

03-2399-1991 tentang Tata Cara Perencanaan 

Bangunan MCK Umum. 

4) Penyediaan hidran kebakaran 

- Untuk daerah komersial jarak antara kran hidran 

kebakaran maksimum 100 meter. 

- Untuk daerah perumahan jarak antara kran hidran 

kebakaran maksimum 200 meter. 

- Jarak dengan tepi jalan minimum 3,00 meter. 

- Apabila tidak dimungkinkan membuat kran 

diharuskan membuat sumur-sumur kebakaran. 

- Perencanaan hidran kebakaran mengacu pada SNI 03- 

1745-1989 tentang Tata Cara Pemasangan Sistem 

Hidran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada 

Bangunan Rumah dan Gedung. 

3. Sanitasi 

Sanitasi merupakan prasarana yang penting berkaitan 

dengan kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. 

Jenis elemen prasarana sanitasi ini  dalam lingkungan 

perumahan penduduk antara lain: septik tank, sumur resapan 

dan jaringan pemipaan air limbah. Di beberapa daerah  yang luas 

areanya tidak memungkinkan untuk pemasangan sanitasi 

pribadi  maka dilakukan sistem komunal dengan dilengkapi 

sistem pembuangan air limbah lingkungan atau dapat 

disambung dengan sistem pembuangan sanitasi kota atau 

dengan cara pengolahan lain. Demikian pula dengan bidang yang 

digunakan untuk area resapan. 

Ketentuan sanitasi dalam lingkungan perumahan yaitu: 

 
a. Limbah cair yang berasal dari rumah tangga tidak 

mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak 

mencemari permukaan tanah. 
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b. Pengosongan lumpur tinja 2 (dua) tahun sekali. Cakupan 

layanan prasarana sanitasi berdasarkan target yang musti 

dicapai sesuai -$'ȭÓ adalah sebesar 90%. 

4. Persampahan 

Standar rumah layak huni berdasarkan indikator  

persampahannya adalah bersih dari adanya persampahan serta 

mendapatkan layanan di bidang persampahan yang dikelola 

oleh instansi pemerintah daerah setempat. Idealnya rumah yang 

layak huni memiliki  ketentuan dalam bidang persampahan, 

antara lain: 

a. 100% produk sampah tertangani dengan pengeluaran jumlah 

timbunan sampah yaitu 0,02 m3/orang/hari.  

b. Pengelolaan  pembuangan sampah rumah tangga harus 

memenuhi syarat kesehatan. 

c. Pengelolaan persampahan mandiri  termasuk pembuatan 

composer komunal untuk kebutuhan kawasan perumahan. 

5. Drainase dan pengendalian banjir  

Jaringan drainase yang seharusnya ada di dalam 

lingkungan perumahan antara lain terdiri  dari: 

a. Badan penerima air 

- Sumber air di permukaan tanah (laut, sungai, dan danau); 

- Sumber air di bawah permukaan tanah (air  tanah akifer). 

b. Bangunan pelengkap 

- Gorong-gorong 

- Pertemuan saluran 

- Bangunan terjunan 

- Jembatan 

- Street iniet  

- Pompa 

- Pintu air 
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Drainase yang memiliki fungsi utama sebagai pengendali 

banjir, memiliki  ketentuan: 

a. Tinggi genangan air di dalam jaringan drainase rata-rata 

kurang dari 30 cm. 

b. Lama genangan air yaitu kurang dari 1 (satu) jam. 

c. Setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan 

sistem drainase yang mempunyai kapasitas tampung yang 

cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan 

air. 

d. Sistem drainase harus dihubungkan dengan badan penerima 

(saluran kota, sungai, danau, laut, atau kolam yang 

mempunyai daya tampung cukup) yang dapat menyalurkan 

atau menampung air buangan sedemikian rupa sehingga 

maksud pengeringan daerah dapat terpenuhi 

e. Prasarana drainase tidak menjadi tempat perindukan vektor 

penyakit. 

6. Jaringan listrik  

Ketentuan prasarana jaringan listrik  yaitu: 

a. Setiap lingkungan perumahan mendapatkan aliran  listrik  dari  

PLN minimum 450 VA dan untuk sarana lingkungan sebesar 

40% dari total kebutuhan rumah tangga. 

b. Tersedianya tiang jaringan listrik  lingkungan dengan 

mengikuti hirarki  pelayanan. 

c. Pengaturan tiang listrik  yang  diletakkan  pada  sisi  jalur hijau 

dan gardu listrik bertenaga 200 KVA yang ditempatkan pada 

lahan bebas dari kegiatan umum serta keduanya harus 

menjamin keamanan penghuni. 

d. Tersedianya jaringan penerangan jalan umum di lingkungan 

perumahan dengan daya 500 lux dan tinggi 5 meter dari muka 

tanah. 
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e. Daerah di bawah tegangan tinggi dianjurkan untuk tidak 

diperbolehkan sebagai daerah tempat tinggal karena 

berpotensi mengancam keselamatan penghuninya. 

2.1.6. Pemahaman Terhadap  Rencana Pembangunan  dan 

Pengembangan Perumahan  dan Kawasan Permukiman  

(RP3KP) 

Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman (PKP)  harus sejalan dengan pembangunan di sektor 

lain, supaya terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dalam 

mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan. Untuk 

mengakomodasi kepentingan tersebut, pemerintah daerah perlu 

memiliki  Ȱ'ÒÁÎÄ $ÅÓÉÇÎȱ Penyelenggaraan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman yang disebut dengan Rencana Pembangunan 

dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(RP3KP). 

RP3KP merupakan dokumen perencanaan umum 

penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman yang 

terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah 

administratif.  

Dalam konteks perencanaan, RP3KP merupakan: 

a. Skenario pembangunan Ȱ'ÒÁÎÄ $ÅÓÉÇÎȱ perumahan dan 

kawasan permukiman di daerah (Provinsi, Kabupaten, dan 

Kota). 

b. Merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi masyarakat 

dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 

yang layak huni. 

c. Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan (stakeholder) 

perumahan dan  Kawasan permukiman dalam menyusun dan 

menjabarkan kegiatannya masing-masing. 
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RP3KP mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai 

rencana sektor pembangunan lainnya. Penyusunannya mengacu 

pada Program Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) daerah yang mengatur secara khusus ruang 

perumahan dan kawasan permukiman serta berbagai tindak 

lanjutnya. RP3KP diperlukan untuk memuat rencana sektor PKP 

yang belum terjawab dalam RTRW, antara lain: 

1. Merumuskan kebijakan dan strategi PKP 

2. Pola penanganan PKP yang diperlukan dan lokasi 

penanganan/pembangunannya 

3. Mengatur alokasi ruang untuk tiap pola penanganan dan 

tipologi  PKP 

4. Mengatur kualitas perumahan 

 
3ÅÂÁÇÁÉ ÓÕÁÔÕ ÓËÅÎÁÒÉÏȟ 20σ+0 ÂÅÒÐÅÒÁÎ ÓÅÂÁÇÁÉ ÓÁÔÕ ȰÁÌÁÔȱ 

yang dapat menyatukan sistem perencanaan pembangunan daerah 

dan tata ruang wilayah serta mengintegrasikan kegiatan antara 

pemerintah dengan pemerintah daerah, antarsektor, antara 

pemerintahan, serta antara dunia usaha dan masyarakat di bidang 

0+0Ȣ 20σ+0 ÄÉÓÅÂÕÔ ÓÅÂÁÇÁÉ ÓÕÁÔÕ ȰÁÌÁÔȱ ÙÁÎÇ ÍÅÎÙÁÔÕËÁÎ sistem 

perencanaan pembangunan dalam bidang PKP karena 

penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah 

berupa: 

a. Kebijakan dan strategi nasional di bidang PKP; 

b. Kebijakan dan strategi bidang PKP pada tingkat provinsi, 

terutama bagi pemerintah kabupaten/kota; 

c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); 

d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 

dan 

e. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur secara 

khusus ruang untuk PKP dan berbagai tindak lanjutnya. 
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Dokumen RP3KP berlaku sampai dengan 20 (dua puluh) 

tahun dan wajib dilakukan penyesuaian apabila dilakukan revisi 

RTRW. Tahapan penyusunan RP3KP diatur  dalam Peraturan 

Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota. Pedoman penyusunan RP3KP tersebut 

dimaksudkan untuk mewujudkan penyusunan RP3KP secara 

terkoordinasi dan terpadu lintas sektoral pada daerah provinsi dan 

daerah kabupaten/kota. Peraturan yang mendasari diwajibkannya 

pemerintah daerah dalam Menyusun RP3KP sebagai salah satu 

upaya pembangunan di bidang PKP, antara lain: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman pasal 14 huruf  f dan pasal 15 huruf 

c yang mengamanatkan tugas pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota untuk menyusun RP3KP; 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan 

urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang, penjelasan pasal 97 ayat 1 

huruf f tentang rencana sektor; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan 

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 

dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang urusan 

wajib pemerintah daerah; 

e. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12  Tahun 2014

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan 

dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan 
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Permukiman (RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota). 

Dokumen RP3KP memberikan manfaat tidak hanya bagi 

pemerintah, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan di bidang 

perumahan dan kawasan permukiman serta masyarakat. Berikut 

merupakan beberapa manfaat dari RP3KP, yaitu: 

a. Pemangku kepentingan (stakeholder) daerah memperoleh 

gambaran prospek perkembangan perumahan dan kawasan 

permukiman di wilayahnya. 

b. Terdapat acuan yang jelas bagi upaya dan prioritas  

penanganan masalah perumahan dan kawasan permukiman 

di daerah. 

c. Tersedianya suatu landasan strategi penyelenggaraan dan 

pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah 

yang sesuai dengan kebutuhan terkini,  prioritas,  maupun 

antisipasi perkembangan wilayah secara lintas sektoral 

maupun lintas wilayah. 

d. Tersedianya kebijakan penanganan perumahan dan kawasan 

permukiman bagi Masyarakat miskin dan berpenghasilan 

rendah (MBR) yang diharapkan dapat mengakomodir 

kebutuhan yang ada maupun potensi perkembangan 

kebutuhan di tahun-tahun mendatang sebagai bentuk 

antisipasi permasalahan. 

e. Diperolehnya suatu arahan kebijakan penyelenggaraan 

perumahan dan Kawasan permukiman yang selanjutnya 

dapat menjadi acuan dasar bagi penyiapan program-program 

dan kegiatan terkait  bidang perumahan dan kawasan 

permukiman di daerah, baik yang berasal dari pusat, 

provinsi, maupun kota/kabupaten. 

f. Diperolehnya dukungan pemangku kepentingan 

(stakeholder) perumahan dan Kawasan permukiman yang 
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telah dilibatkan dalam proses sosialisasi dan identifikasi  

permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di 

daerah. 

RP3KP didasari dengan pola pikir  bahwa perencanaan itu  

merupakan tujuan, sumber daya, masa depan, tindakan, dan sadar 

sosial. Didasari dengan studi terhadap situasi eksisting yang terkait 

dengan stok perumahan, tipologi  perumahan, profil  tanah, 

pembiayaan, dan kapasitas organisasi, disusunlah tujuan 

perencanaan PKP. Dari tujuan tersebut, dilakukan analisis terkait 

dengan kecenderungan, ketersediaan, dan kebutuhan perumahan 

di masa depan yang akan menunjukkan hubungan antara 

penyediaanf dan permintaan perumahan. Dari hasil analisis 

tersebut, akan disusun beberapa skenario pembangunan dan 

pengembangan PKP yang akan diturunkan  menjadi strategi dan 

rencana tindak lanjut. 

 
 

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT 

DENGAN PENYUSUNAN NORMA 

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga 

pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negara ini harus 

diatur dengan hukum atau suatu peraturan perundangan. Istilah 

perundang-undangan mempunyai dua pengertian, yaitu: 

a. Proses pembentukan peraturan negara, baik pada tingkat pusat 

maupun daerah. 

b. Segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan 

peraturan-peraturan, baik oleh pemerintah pusat maupun 

daerah. 

Berdasarkan kajian ilmu hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dikenal adanya berbagai norma hukum, yaitu: 
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a. Norma hukum umum dan norma hukum individual.  

b. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit.  

c. Norma hukum einmalig (sekali selesai) dan norma hukum 

dauerhafig (berlaku terus menerus). 

d. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan. 

 
Hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan adalah mengenai daya laku dan 

daya guna serta keabsahan dari bagian-bagian pembentuknya. 

Apabila suatu peraturan perundangan dibentuk oleh suatu lembaga 

yang berwenang dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan 

sah, maka peraturan tersebut memiliki legitimasi dan dapat ditaati 

oleh masyarakat. Norma hukum diklasifikasikan menjadi 4 (empat) 

kelompok, yaitu: 

a. Norma fundamental negara (Stats Fundamental Form) yang 

merupakan norma yang tertinggi  dalam sebuah negara dan 

ditetapkan oleh masyarakat. 

b. Aturan dasar, yaitu aturan yang bersifat pokok, umum, dan 

masih bersifat tunggal. 

c. Undang-undang formal. 

d. Aturan pelaksana atau otonom. 

 
Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 dijelaskan 

bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus 

dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:  (i)  kejelasan tujuan; 

(ii) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian 

antara jenis, hierarki,  dan materi muatan; (iv)  dapat dilaksanakan; 

(v)  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan;  (vi)  kejelasan  rumusan;  dan 

(vii)  keterbukaan. 

 
Penyusunan Peraturan Daerah Kota Kediri  tentang RP3KP telah 
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sesuai dengan norma hukum, dan peraturan Perundang- undangan 

dalam menyusun Peraturan Daerah, dan berasakan: 

a. Asas keadilan; 

bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah RP3KP Kota Kediri  

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 

negara tanpa kecuali; 

b. Asas kemanfaatan; 

bahwa Peraturan Daerah RP3KP Kota Kediri  memperhatikan 

secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu 

dengan kepentingan individu  yang lain; (2)  kepentingan 

individu  dengan masyarakat; kepentingan warga masyarakat 

dan masyarakat asing; (4)  kepentingan kelompok 

masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok 

masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan 

warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang 

dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan 

manusia dan ekosistemnya; (8)  kepentingan pria dan wanita. 

c. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; 

bahwa Peraturan Daerah RP3KP Kota Kediri  harus 

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, 

antara kepentingan individu  dan masyarakat dengan 

kepentingan bangsa dan negara. 

d. keterpaduan; 

bahwa Peraturan Daerah tentang RP3KP yang disusun harus 

mendukung terwujudnya keterpaduan antara subyek yang 

diatur  dengan subyek-subyek pengaturan lain yang terkait.  

Kebijakan RP3KP harus selaras dengan kebijakan-kebijakan 

lain yang terkait seperti Rencana Tata Ruang, Rencana Jangka 

Panjang, Rencana Jangka Menengah serta rencana-rencana 
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sektor lain terkait  dengan pengaturan perumahan dan 

permukiman di Kota Kediri  

e. kelembagaan; 

bahwa Peraturan Daerah ini dibuat oleh lembaga/pejabat 

Pembentuk Peraturan Perundang undangan yang 

berwenang. 

f. Asas ketertiban; dan kepastian hukum. 

bahwa setiap materi muatan peraturan daerah ini harus dapat 

menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan 

adanya kepastian hukum 

 

 
2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, 

KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 

MASYARAKAT 

Terdapat beberapa permasalahan dalam praktik penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman di Kota Kediri, yaitu sebagai 

berikut  : 

1. Back log penghunian berdasarkan kondisi eksisting mengalami 

defisit pasokan rumah sebanyak 5.438 unit, dan pada tahun 2042 

mengalami defisit pasokan rumah mencapai 62.299 unit rumah. 

2. Masyarakat Kota Kediri masih belum mampu untuk mengakses 

rumah melalui KPR, baik KPR subsidi maupun non subsidi. Untuk 

dapat melakukan KPR bank, batas minimum gaji sebesar Rp 

3.988.376 sedangkan saat ini  UMP Kota Kediri  Rp2.118.116,63 

dan gaji rata-rata Rp2.152.733 

3. Tingkat keterjangkauan hunian di Kota Kediri termasuk dalam 

kategori severely unaffordable (7.7 - 9.8 tahun). 

4. Terkait penyediaan perumahan swadaya oleh masyarakat, 

terdapat permasalahan terkait  penyediaan kavling matang yang 
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disediakan oleh perorangan maupun organisasi/ badan hukum. 

Pengadaan rumah ini tergolong non-formal karena tidak sesuai 

dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, seperti 

tidak adanya pengajuan izin siteplan serta kelalaian dalam 

penyediaan prasarana dan sarana umum. Praktik  kavling 

matang di Kota Kediri  menimbulkan berbagai masalah seperti: 

(1)  Ketidakserasian lingkungan, 2) Ketidaklengkapan layanan 

prasarana, sarana dan utilitas  dasar (PSU) dan 3) Risiko 

ketidakjelasan legalitas tanah dan bangunan. Berikut  merupakan 

gambaran dari kondisi rumah kavling dan kondisi utilitas  umum 

di sekitar rumah kavling. 

5. Masih banyak ditemukan bangunan permukiman yang tidak 

teratur, tidak memenuhi persyaratan teknis, tidak memiliki IMB 

dan tidak memiliki  SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah. 

6. RTLH terbanyak tersebar di Kecamatan Pesantren (1536 unit) 

yang justru mengalami surplus jumlah pasokan rumah 

(berdasarkan jumlah penduduk 2020). 

7. Terdapat jalan lingkungan yang tidak terlayani oleh jaringan 

jalan, beberapa jalan memiliki  kondisi jalan yang rusak. 

8. Terdapat rumah yang tidak memiliki akses terhadap air bersih 

yang aman (tidak  berwarna, tidak berbau dan tidak berasa), serta 

terdapat beberapa rumah yang tidak memiliki  akses terhadap air 

bersih minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.  

9. Terdapat luasan perumahan yang terkena genangan, tidak 

terlayani oleh saluran drainase atau saluran drainase mengalami 

kerusakan. 

10. Terdapat rumah yang tidak memiliki akses terhadap sistem 

pengelolaan air limbah yang sesuai standar, maupun tidak 

memiliki  sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang 

sesuai standar. 
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11. Terdapat rumah yang tidak memiliki akses terhadap sarana 

dan prasarana pengelolaan persampahan sesuai standar, 

maupun tidak memiliki  akses terhadap sistem pengelolaan 

persampahan sesuai standar. 

12. Terdapat rumah yang tidak memiliki  akses terhadap 

prasarana proteksi kebakaran, maupun tidak memiliki sarana 

proteksi kebakaran (APAR, kendaraan pemadam kebakaran, dll).  

 
 

2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM 

BARU YANG AKAN DIATUR PERATURAN DAERAH TERHADAP 

ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA 

TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH. 

Secara umum rencana Pembangunan dan Pengembangan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kediri  diatur  kedalam 

2 rencana, yaitu rencana perumahan dan kawasan  permukiman dan 

rencana keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas  umum (PSU). 

A. Rencana perumahan  dan kawasan  permukiman  meliputi:  

1. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan, 

meliputi:  

a. pemanfaatan perumahan produktif,  peningkatan kualitas 

lingkungan di kawasan pondok pesantren, dan 

pengembangan Permukiman di sekitar Kawasan Cagar 

Budaya. 

b. pencegahan tumbuh dan berkembanganya perumahan dan 

kawasan permukiman kumuh yang diselaraskan dengan 

dokumen RP2KPKPK; 

c. peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman 

kumuh; dan 

d. pengendalian praktik  penyediaan perumahan informal. 

Praktik penyediaan perumahan informal  yang 
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peruntukannya sesuai dengan RTRW dan/atau RDTR dan PZ 

dilakukan dengan: 

¶ Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan bantuan 

pendampingan terkait Persetujuan Bangunan Gedung; 

¶ Merehabilitasi atau meremajakan prasarana, sarana 

dan utilitas  umum yang belum memenuhi standar 

pelayanan; 

¶ Menyediakan prasarana, sarana dan utilitas  umum 

dengan melibatkan peran serta masyarakat; dan 

¶ Mengembangkan sistem monitoring  tumbuh dan 

berkembangnya perumahan informal  di area sekitar. 

Sedangkan praktik  penyediaan perumahan informal  yang 

berada di daerah terlarang dilakukan dengan penertiban 

dan/atau permukiman kembali. 

2. Rencana pembangunan perumahan baru skala besar dan bukan 

skala besar, dengan ketentuan: 

a. wajib mewujudkan hunian berimbang. 

b. penyelenggaraan perumahan baru skala dilakukan 

dengan mengembangkan rumah susun pada arahan 

lokasi yang telah ditentukan. 

c. Arahan penyelenggaraan perumahan baru bukan 

skala besar dilakukan dengan memanfaatkan lahan 

kosong yang dalam RTRW dan/atau RDTR dan PZ 

diperuntukkan sebagai kawasan permukiman, berada 

di luar kawasan berisiko tinggi bencana serta di luar 

area yang berpotensi terdampak program pemerintah. 

d. Penyelenggaraan perumahan baru bukan skala besar 

dilakukan dengan pengembangan rumah susun pada 

lokasi yang telah ditentukan. 

3. Rencana permukiman kembali pada: 

a. perumahan dan permukiman yang berada di daerah 
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terlarang; 

b. Permukiman kembali bagi korban terdampak bencana; dan 

c. fasilitasi permukiman kembali bagi masyarakat terdampak 

program pemerintah. 

B. Rencana Keterpaduan  Prasarana, Sarana Dan Utilitas  Umum 

meliputi:  

1. rencana keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum 

dengan mempertimbangkan arahan, kebijakan dan program 

RP3KP Provinsi Jawa Timur dan RP3KP Kabupaten Kediri 

yang lokasinya berbatasan langsung dengan wilayah 

administrasi Kota Kediri  

2. pengembangan sistem cerdas pengelolaan aset prasarana, 

sarana dan utilitas  umum, yang dilakukan dengan: 

a. Mengembangkan fitur  pelaporan dan pendataan 

prasarana, sarana dan utilitas  umum yang wajib 

disediakan oleh Badan Hukum sesuai dengan hasil 

perizinan; 

b. Mengembangkan fitur pemantauan aset prasarana, sarana 

dan utilitas  umum yang disediakan oleh Badan Hukum; 

c. Mengembangkan fitur pengawasan terhadap serah terima 

aset prasarana, sarana dan utilitas  umum; dan 

d. Mengembangkan fitur  pengelolaan, perawatan dan 

pemeliharaan aset prasarana, sarana dan utilitas umum 

yang sudah diserahterimakan oleh Badan Hukum ke 

Pemerintah Daerah. 

Terhadap arahan rencana yang diatur  dalam Peraturan 

Daerah Kita Kediri  tentang RP3KP, terdapat pembiayaan yang 

menjadi beban daerah yang bersumber dari APBD, yaitu program- 

program sebagai berikut:  

1. Program Penguatan Peran Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan 

dan Kawasan Permukiman 
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2. Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Eksisting 

3. Program Pengadaan Perumahan Baru Skala Besar 

4. Program Pengadaan Perumahan Baru Bukan Skala Besar 

5. Program Pemukiman Kembali lokasi rawan bencana atau 

terdampak bencana, atau terkena relokasi program kota 

6. Program Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya 

Permukiman Kumuh 

7. Program Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya 

Perumahan Informal  

8. Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kumuh 

9. Program Peningkatan Keterpaduan Sarana, Prasarana dan 

Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman 

10. Program  Pencegahan  dan Pengendalian  Perumahan dan 

Kawasan Permukiman di Kawasan Rawan Bencana 

11. Bantuan Pembiayaan Perumahan 
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BAB III  

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

TERKAIT 

 
Analisis peraturan perundang-undangan terkait  menjadi 

salah satu aspek penting dalam perumusan peraturan perundang- 

undangan. Hal ini untuk meminimalisasi adanya potensi tumpang 

tindih,  benturan, hingga peraturan perundang-undangan yang 

saling bertentangan. Padahal, peraturan perundang-undangan 

merupakan satu kesatuan yang saling terkait sehingga antara satu 

peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang- 

undangan yang lain idealnya tidak boleh saling bertentangan. Dalam 

penyusunan Naskah Akademik ini, terdapat tiga peraturan 

perundang-undangan yang dianalisis yaitu Undang-Undang No.1 

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta 

perubahannya yaitu PP No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta 

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 12 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan 

Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Dan 

Daerah Kabupaten/Kota. 

3.1. ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 

2011  TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Terbitnya UU Perumahan dan Permukiman tanggal 12 

Januari 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

membawa harapan baru, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah (MBR). Sekurangnya terdapat tiga butir  
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penting dari undang-undang ini. Pertama, ada pernyataan eksplisit 

akan hak setiap warga negara akan perumahan (Pasal 19). Jelas pula 

terasa semangat atas upaya pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah; bahkan ada pasal yang mengatur tentang 

kewajiban pemerintah provinsi  untuk mencadangkan dan 

menyediakan tanah bagi perumahan MBR (antara lain, Pasal 17 dan 

126). Undang-undang ini menempatkan perumahan dan 

permukiman kumuh sebagai bagian dari sistem yang terdiri  dari  

pembinaan, penyelenggaraan perumahan dan penyelenggaraan 

kawasan permukiman.20 Kedua, terdapat pengakuan bahwa 

penyelenggaraan perumahan adalah tanggung jawab negara yang 

pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah 

daerah. Ini  semakin menekankan bahwa pembangunan perumahan 

dan permukiman tidak terlepas dari pembangunan daerah, 

perkotaan ataupun perdesaan. 

Adapun pembagian tugas dan wewenang pemerintah dalam 

melaksanakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman mengacu kepada otonomi daerah dan kemandirian 

daerah. Ketiga, sistem pembiayaan akan menjadi bagian penting 

dari pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Jika pada 

undang-undang yang terdahulu (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1992 tentang Perumahan dan Permukiman) hanya ada satu 

ketentuan pemerintah untuk memberi kemudahan atas Kredit  

Pemilikan Rumah (KPR) (Pasal 33), maka di dalam undang-undang 

baru, yaitu UU Perumahan dan Permukiman, terdapat beberapa 

pasal dan bahkan bab khusus tentang pendanaan dan pembiayaan 

perumahan (Bab X), yang mencantumkan berbagai skema 

pembiayaan, termasuk dana tabungan (Pasal 124) sampai dengan 

 

 
20 ,ÁÎÄÕÎÇ %ÓÁÒÉÔÉ ÅÔ ÁÌȢȟ Ȱ+ÁÊÉÁÎ 3ÔÒÁÔÅÇÉ 0ÅÎÁÎÇÁÎÁÎ +Á×ÁÓÁÎ +ÕÍÕÈ $É 
+ÁÂÕÐÁÔÅÎ "ÁÎÇËÁ 4ÅÎÇÁÈȟȱ Journal of Regional and Rural Development Planning 
5, no. 2 (2021): 110ɀ22, https://doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.2.110 -122. 
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pembiayaan sekunder untuk perumahan (Pasal 128). Pasal 24 

ÓÅÃÁÒÁ ÅËÓÐÌÉÓÉÔ ÍÅÎÙÁÔÁËÁÎ ÂÁÈ×Áȱ+ÅÔÅÎÔÕÁÎ ÍÅÎÇÅÎÁÉ ÔÁÂÕÎÇÁÎ 

perumahan diatur  tersendiri  dengan undang-undang. 

Salah satu aspek penting dalam UU Perumahan dan 

Permukiman adalah pengaturan mengenai RP3KP yang 

berdasarkan Pasal 15 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Permukiman meminta untuk diatur melalui RP3KP. Hal ini secara 

redaksional ditegaskan bahwa: 

Ȱ0ÅÍÅÒÉÎÔÁÈ kabupaten/kota  dalam  melaksanakan  pembinaan  

mempunyai  tugas: 

 
huruf  c: menyusun  rencana  pembangunan  dan pengembangan  

perumahan  dan kawasan  permukiman  pada tingkat  

ËÁÂÕÐÁÔÅÎȾËÏÔÁȠȱ 

 

 
3.2. ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH (PP) 

NOMOR 14 TAHUN 2016  TENTANG PENYELENGGARAAN 

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BESERTA 

PERUBAHANNYA YAITU PP NO. 12 TAHUN 2021  TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 

TAHUN 2016  TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN 

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

sesuai dengan ketentuan UU Perumahan dan Permukiman 

menyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman 

merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri  atas pembinaan, 

penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan 

perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman 

kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistempembiayaan, 

serta    peran    masyarakat.    Berdasarkan    ketentuan    tersebut, 
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peraturan pemerintah ini  mengatur mengenai perumahan dan 

kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem sesuai 

hirarkinya.  

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Perumahan dan 

Permukiman menyatakan bahwa penyelenggaraan perumahan dan 

Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, 

pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya 

pengembingan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, 

serta peran masyarakat yang terkoordinasi  dan terpadu. Dalam 

Peraturan Pemerintah ini, diatur  mengenai penyelenggaraan 

perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman yaitu 

pengembangan kawasan pirmukiman. Tahapan penyelenggaraan 

kawasan permukiman, penyelenggaraan ketersediaan prasarana, 

sarana dan utilitas umum, pemeliharaan dan pencegahan dan 

peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, 

konsolidasi tanah dan sanksi administratif. Dalam Peraturan 

Pemerintah ini juga diatur mengenai kebijakan dan strategi nasional 

di bidang perumahan dan kawasan permuklman yang menjadi acuan 

dalam penyusunan kebijakan strategi tingkat provinsi maupun 

kabupaten/kota. Kebijakan dan Strategi nasional di bidang 

Perumahan dan Kawasan permukiman merupakin arahan yang 

memuat kebijakan kemudahan masyarakat untuk memperoleh 

perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau serta 

kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan koordinasi dan 

sinkronisasi antar pihak yang berkepentingan dalam 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 

Salah satu kebijakan tersebut adalah perlunya perumusan 

mengenai  Rencana  Kawasan  Permukiman  (RKP)  dan  Rencana 
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Pembangunan dan pbngembangan perumahan (RP3).21 Pasal 1 

angka 13 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

menegaskan bahwa, Ȱ2+0 adalah dokumen rencana sebagai 

pedoman dalam memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian di 

perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang 

dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, 

danjangka ÐÁÎÊÁÎÇȢȱ Lebih lanjut, Pasal 1 angka 14 Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa Rencana 

Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan (RP3) adalah 

dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan 

penyediaan Perumahan beserta prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum Perumahan sebagai bagian dari perwujudan pemanfaatan 

tata ruang yang mengacu pada 2+0Ȣȱ 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa RP3KP 

sebagaimana amanat dalam UU No. l Tahun 2011 dijelaskan secara 

lebih presisi oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

yang dibagi menjadi dua, yaitu Rencana Kawasan Permukiman 

(RKP) dan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan 

(RP3) yang mana Rencana Pembangunan Dan Pengembangan 

Perumahan (RP3) harus mengacu pada RKP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 Yunita Syafitri Rambe, Aulia Muflih  Nasution, and D R Maghfirah, 
Ȱ0ÅÎÇÅÍÂÁÎÇÁÎ Kawasan Perumahan Dan Permukiman Melalui Penyusunan 
2ÅÎÃÁÎÁ 0ÅÍÂÁÎÇÕÎÁÎ 0ÅÒÕÍÁÈÁÎ $ÁÎ 0ÅÒÍÕËÉÍÁÎȟȱ Madaniya 4, no. 1 (2023): 
388ɀ98. 
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3.3. ANALISIS TERHADAP PERATURAN MENTERI 

PERUMAHAN RAKYAT NO. 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN 

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH PROVINSI 

DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 12 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan 

Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sejatinya menggunakan 

nomenklatur sebagaimana dalam UU Perumahan dan Permukiman 

yaitu Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah 

dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas 

sektoral dan lintas wilayah administratif. Hal ini berarti, berbeda 

dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang 

dibagi menjadi dua, yaitu Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan 

Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan (RP3) yang 

mana Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan 

(RP3) harus mengacu pada RKP, maka Peraturan Menteri 

Perumahan Rakyat No. 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan 

Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Dan 

Daerah Kabupaten/Kota justru  menyatukan dokumen RP3KP 

sebagaimana amanat dalam UU Perumahan  dan  Permukiman. Pasal 

5 ayat (2) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 12 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan 

Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah 

Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota juga mempertegas bahwa 

RP3KP Daerah Kabupaten/Kota merupakan arahan kebijakan dan 

strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan 
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kawasan permukiman yang berdasarkan RTRW serta bertujuan 

mendukung program dan kegiatan jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang.22 

Secara umum, perbedaan konsepsi RP3KP antara Peraturan 

Menteri Perumahan Rakyat No. 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan 

Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Dan 

Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Disajikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel  3.1. Perbedaan Pengaturan RP3KP antara Peraturan Menteri 

Perumahan Rakyat No. 12 Tahun 2014 dan Peraturan  Pemerintah 

(PP) Nomor 14 Tahun 2016 

NO Permenpera  12/2014  PP 14/2016  

1. RP3KP dijadikan satu 

(secara terpadu) 

Pembagian RP3KP menjadi dua, yaitu 

RKP (Ps. 1 angka 12) dan RP3 (Ps. 1 

angka 13) 

2. Penyusunan RP3KP 

diatur  dalam Pasal 5 

RKP  sebagai  hasil Perencanaan 

kawasan permukiman (Ps. 58 ayat 3) 

RKP sebagai acuan Perencanaan 

perumahan menghasilkan dokumen 

rencana pembangunan dan 

pengembangan perumahan 

3. Dokumen RP3KP 

daerah (Kota dan 

Provinsi)   terdiri   dari  

dua, yaitu: Buku Data 

Pasal 59 ayat 2 

Dokumen RKP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l)  

terdiri atas: 

 
 
 

22 4ÅÎÄÅÁÎ %ÌÙÓÁ $ÅÓÙÒÁȟ Ȱ)ÍÐÌÅÍÅÎÔÁÓÉ 0ÒÏÇÒÁÍ "ÁÎÔÕÁÎ 3ÔÉÍÕÌÁÎ 0ÅÒÕÍÁÈÁÎ 
3×ÁÄÁÙÁȟȱ Jap 8, no. 113 (2022):  12ɀ20, 
http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1492.  

 

53 

http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1492


 

NO Permenpera  12/2014  PP 14/2016  

 dan Analisis; dan 

Buku Rencana. 

a. kebijakan dan strategi 

pengembangan dan 

pembangunan kawasan permukiman; 

b. rencana Lingkungan Hunian 

perkotaan dan 

perdesaan; 

c. rencana keterpaduan prasarana, 

Sarana, dan 

Utilitas Umum; dan 

d. indikasi program pembangunan 

dan pemanfaatan 

kawasan Permukiman. 

4. Karakteristiknya lebih 

bersifat teknis terkait  

RP3KP 

Penjelasan: 

Di kabupaten/kota, kebijakan 

tersebut diacu dailam penyusunan 

Rencana Kawasan permukiman (RKP) 

dan Rencana 

Pengembangan dan Pembangunan 

perumahan (RP3). 

Perencanaan Kawasan permukiman  

menghasikan  dokumen  Rencana 

Kawasan Permukiman  (RKP) yang 

diacu  Dalam penyusunan  dokumen  

rencana  pembangunan   dan 

pengembangan  perumahan  (RP3). 

Dokumen   RKP merupakan  

instrumen yang wajib disusun oleh  

daerah  dalam  melaksanakan  

pembangunan    kawasan  

permukiman.  
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NO Permenpera  12/2014  PP 14/2016  

   

(Sumber: Diolah Oleh Penulis) 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

 
 

4.1. LANDASAN FILOSOFIS 

A. Pengertian  

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Kediri merupakan dokumen 

umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

yang disusun mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan 

Zonasi (RDTR dan PZ) Kota Kediri. 

RP3KP memuat Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan 

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) yang 

menjadi acuan bagi rencana teknis di bidang penataan ruang, seperti 

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Lalu beberapa 

rencana induk sektor lainnya yang terkait  secara langsung dengan 

pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman, seperti Rencana Induk Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum (RISPAM), Rencana Induk Sistem Drainase, 

Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, dan lain sebagainya. 

Terakhir, dokumen RP3KP juga menjadi dasar dalam menyusun 

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh 

dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK). 

B. Peran 

RP3KP akan menjadi dasar/  acuan perumusan strategi, 

program, kegiatan, penguatan/ pengembangan kelembagaan, dan 

perumusan sistem pembiayaan dalam mencapai kondisi PKP Kota 

Kediri  selama 20 tahun ke depan. 

Kedudukan Kedudukan RP3KP mempunyai kekuatan hukum 

yang   kuat   sebagai   salah   satu   pedoman   pembangunan   dan 
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pengembangan bidang PKP. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 

Tahun 2011 menyebutkan bahwa pemerintah Provinsi serta 

Pemerintah Kabupaten/ Kota mempunyai tugas untuk menyusun 

Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan 

Permukiman yaitu RP3KP. Dalam penyusunan dokumennya, 

RP3KP tidak berdiri  sendiri melainkan berpedoman kepada 

peraturan dan kebijakan pemerintah lain yang terkait dengan PKP. 

Dalam bidang penataan ruang penyusunan RP3KP mengacu pada 

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Nasional, Provinsi dan 

Kabupaten/ Kota. Bidang pembangunan RP3KP mengacu  pada RPJP 

(Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Nasional, Provinsi, dan 

Kabupaten/ Kota. Dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat telah 

disebutkan bahwa RP3KP adalah dokumen perencanaan yang 

merupakan jabaran pengisian rencana pola ruang perumahan dan 

kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas 

sektoral dan lintas wilayah administratif.  Tujuan RP3KP adalah agar 

pemerintah daerah dapat melaksanakan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat sesuai indikator, nilai dan 

batas waktu pencapaian oleh masing-masing pemerintah daerah, 

serta tujuan yang kedua adalah agar pemerintah daerah dapat 

mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) peruntukan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

 
 

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS 

Setiap masyarakat di Kota Kediri berhak untuk mendapatkan 

informasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan 

permukiman salah satunya adalah RP3KP Kota Kediri yang dapat 

mewujudkan kehidupan adil, makmur dan sejahtera, karenanya 

secara umum informasi kebijakan RP3KP bersifat terbuka dan dapat 

diakses masyarakat guna kepentingan bersama. Keterpaduan 

rencana pembangunan di bidang PKP diharapkan dapat selaras 
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dengan kebijakan keruangan dan rencana pembangunan bidang 

perumahan dan kawasan permukiman. Peraturan ini  harus 

mengatur dengan jelas sifat terbuka pada informasi rencana 

pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan 

permukiman yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah Kota. 

Tujuan Keterbukaan (Peran Serta Masyarakat) memliki arti 

bahwa informasi di dalam rencana dan arahan kebijakan Peraturan 

Daerah Kota Kediri tentang RP3KP diselenggarakan untuk dapat 

dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang 

seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkannya dengan 

tujuan mewujudkan kehidupan adil, makmur, dan sejahtera bagi 

semua pihak yang terlibat.  Dimana ruang lingkup Keterbukaan 

(Peran Serta Masyarakat) peran serta masyarakat adalah seluruh 

masyarakat di Kota Kediri  yang merupakan sasaran kebijakan 

RP3KP dan yang terlibat  didalam prosesnya. 

 
 

4.3. LANDASAN YURIDIS 

Dalam negara hukum, asas kepastian hukum menjadi 

prioritas  utama. Asas kepastian hukum dalam RP3KP menjadi 

sumber untuk mengontrol keputusan-keputusan terkait  dengan 

kebijakan perumahan dan permukiman dan menjaga kedinamisan 

sistem hukum agar kebijakan RP3KP dapat diterapkan dalam 

pembangunan di Kota Kediri. Asas kepastian hukum diperlukan oleh 

segenap masyarakat Kota Kediri untuk berpartisipasi dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan RP3KP. Penyelenggaraan RP3KP 

Kota Kediri dilakukan dengan berlandaskan hukum atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik 

Indonesia. 

Peraturan-peraturan tersebut akan menjadi dasar dan akan 

menuntun dalam penyusunan RP3KP seperti kebijakan 
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pemanfaatan ruang sebagai kawasan permukiman, kebijakan 

pengaturan bangunan permukiman, kebijakan dalam penyediaan 

prasarana, sarana dan utilitas  perumahan dan permukiman, 

kebijakan pengaturan permukiman di kawasan bencana, serta 

kebijakan dalam penyelesaian masalah perumahan dan 

permukiman yang terdapat di Kota Kediri. Dalam pelaksanaan 

kebijakan yang ada nantinya, asas kepastian hukum yang 

dijalankan sekurang-kurangnya harus menjamin bagi sasaran 

program mengenai adanya pelaksanaan RP3KP yang mampu 

menciptakan RP3KP yang berbasis kesejahteraan, keadilan dan 

pemerataan, kearifan lokal, efisiensi dan kebermanfaatan, 

keterjangkauan dan kemudahan, serta keselamatan, keamanan, 

ketertiban, dan keteraturan. 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG 

LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, 

PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 
5.1. KETENTUAN  UMUM 

Beberapa ketentuan umum yang termaktub dalam Peraturan 

Daerah terdiri  dari: 

1. Daerah adalah Kota Kediri. 

2. Walikota adalah Walikota Kediri. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri. 

4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah 

dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara 

lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.  

5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW 

adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang 

merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait 

yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

administratif.  

6. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan 

sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan 

Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, 

pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan 

kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, 

penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta 

peran masyarakat. 
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7. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun 

dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang 

distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan 

vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing 

dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk 

tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bagian-bersama, 

benda-bersama dan tanah bersama. 

8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari 

permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang 

dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai 

hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 

9. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri 

atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai 

Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang 

kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan 

Perdesaan. 

10. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di 

luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun 

perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal 

atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan. 

11. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi 

untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan 

kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 

12. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian 

yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat 

tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 

13. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan 

lingkungan hunian. 
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14. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah 

rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, 

kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan. 

15. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami 

penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 

16. Perumahan informal adalah perumahan yang dibangun tanpa 

melakukan perencanaan, tanpa mengikuti standar teknis dan 

tanpa mengikuti aturan formal yang diterbitkan oleh pemerintah.  

17. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni 

karena ketidakteraturan bangunan, pemanfaatan tanah yang 

tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha 

penyediaan tanah untuk kepentingah pembangunan perumahan 

dan Permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan 

pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif 

masyarakat. 

18. Rehabilitasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan 

dan/ atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman 

menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.  

19. Permukiman kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat 

terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman 

kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai 

dengan tata ruang dan/ atau rawan bencana.  

20. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah 

kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan 

pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan 

kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran 

masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. 

21. Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman 

yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu 

dalam  bentuk  rumah  tunggal   dan  rumah   deret  antara  rumah  
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sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah, atau dalam 

bentuk rumah susun  antara  rumah  susun  umum dan rumah 

susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah 

susun umum. 

22. Daerah terlarang adalah kawasan yang tidak diperkenankan 

untuk dikembangkan sebagai kawasan perumahan dan 

permukiman baru, meliputi kawasan lindung (hutan lindung, 

sempadan mata air, rimba kota, taman kota, taman kecamatan, 

taman kelurahan, dan pemakaman) serta sempadan rel maupun 

sempadan sungai. 

23. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG 

adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau 

pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk 

membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, 

dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis 

bangunan gedung yang berlaku.  

24. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang 

berasal dari  anggaran  pendapatan dan belanja negara, anggaran 

pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang 

dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

25. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima 

kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, 

tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya. 

26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis 

beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya 

ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek 

fungsional. 
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27. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang 

selanjutnya disebut Pokja PKP adalah wadah koordinasi 

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang 

dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.  

28. Setiap orang adalah orang perseorangan. 

29. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga 

negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman. 

30. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat 

MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli 

sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk 

memperoleh rumah. 

 

5.2. MATERI PERDA 

Peraturan Daerah Kota Kediri  tentang RP3KP disusun 

sebanyak 14 Bab, dengan total pasal sebanyak 26 pasal, dan 3 (tiga)  

Lampiran Perda, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. Distribusi Bab dan pasal dalam Peraturan 

Daerah Kota Kediri  tentang RP3KP dapat dilihat  pada tebal di bawah 

ini. 
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No BAB Pasal Terkait  

1 BAB I 
Ketentuan Umum 

Pasal 1 

2 BAB II  
Kebijakan Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

Pasal 4-5 

3 BAB III  
Arahan Pembangunan dan Pengembangan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Pasal 6-12 

4 BAB IV 
Pembiayaan 

Pasal 13 

5 BAB V 
Indikasi Program 

Pasal 14 

6 BAB VI 
Kelembagaan 

Pasal 15 

7 BAB VII 
Peran Serta Masyarakat 

Pasal 16-17 

8 BAB VIII  
Larangan 

Pasal 18 

9 BAB IX 
Ketentuan Penyidikan 

Pasal 19 

10 BAB X 
Sanksi Pidana 

Pasal 20 

11 BAB XI 
Ketentuan Penutup 

Pasal 21-22 

 
 

5.3. KETENTUAN SANKSI 

5.3.1 SANKSI PIDANA 

 
Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar 

ketentuan, diantaranya: 

1. Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diancam 

dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau 

denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah). 
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5.4 KETENTUAN  PERALIHAN 

Dalam Butir  127 Lampiran UU 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa 

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan 

hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan 

Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: 

a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; 

b. menjamin kepastian hukum; 

c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena 

dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan; dan 

d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat 

sementara. 

Dalam Peraturan Daerah Kota Kediri  tentang RP3KP, 

terdapat beberapa pasal yang membutuhkan aturan atau ketentuan 

peralihan, yaitu sebagai berikut  : 
 

 
No Pasal Ketentuan  Peralihan  

1. Pasal 9 ayat 7 Peraturan Walikota 

2. Pasal 9 ayat 11 Peraturan Walikota 

3. Pasal 10 ayat 4 Peraturan Walikota 

4. Pasal 10 ayat 13 Peraturan Walikota 

5. Pasal 12 ayat 6 Peraturan Walikota 

6. Pasal 12 ayat 8 Peraturan Walikota 
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BAB VI 

PENUTUP 

 
 

6.1. SIMPULAN 

Dari analisis tentang penyusunan naskah akademik ini, dapat 

disimpulkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 

Kota Kediri  tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan 

Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) memiliki landasan 

akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri  tentang Rencana 

Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan 

Permukiman (RP3KP) dibentuk dalam rangka mewujudkan adanya 

regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam 

penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang 

dilakukan Pemerintah Kota Kediri. Selanjutnya pokok-pokok 

pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan 

Daerah Kota Kediri  tentang Rencana Pembangunan Dan 

Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP), 

minimal  harus mengatur ketentuan sebagai berikut  ini:  

a. Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; 

b. Asas; 

c. Kebijakan Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan 

Dan Kawasan Permukiman; 

d. Arahan Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan 

Kawasan Permukiman 

e. Pembiayaan; 

f. Indikasi Program 

g. Kelembagaan 

h. Insentif Dan Disinsentif 
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i. Sanski 

j. Ketentuan Penutup. 

 

 
6.2. SARAN 

1. Sebagian materi naskah akademik diatur  dalam bentuk 

Peraturan Daerah Kota Kediri  tentang Rencana 

Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan 

Permukiman (RP3KP), dan sebagian lagi membutuhkan 

pengaturan lebih lanjut  dengan Peraturan Walikota. 

2. aturan atau ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah Kota 

Kediri  tentang RP3KP, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan 

terhitung  sejak Peraturan Daerah diundangkan. 

3. Pemerintah Kota Kediri perlu memprioritaskan penyusunan 

Peraturan Daerah Kota Kediri  tentang Rencana 

Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan 

Permukiman (RP3KP), dan memasukkan dalam Program 

Pembentukan Peraturan Daerah (PropemPerda). 
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